
  

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 

TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang  :  a.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) 

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil 

pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap 

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;  

  b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Semarang Tahun 2016-2021 serta penyesuaian terhadap 

kebijakan pemerintah pusat, maka Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 6 Tahun 206 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 

Tahun 2016-2021, perlu ditinjau kembali; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 

Tahun 2016-2021. 

 



Mengingat :  1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  

 



  11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

  12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

  13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

  15.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

  16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

  17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

 

  

 

 



  19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 

Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan 

di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 89); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 



  27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);  

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817);  

  29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);  

  30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

 31. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4828); 

  32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 33. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  

  34. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

  35. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

 

 

 



  36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri 

E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 9); 

  37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88); 

  38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 83); 

  39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2); 

  40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 

Nomor 4); 

  41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 13); 

 

 



  42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); 

  43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di 

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 

2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 48); 

  44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 61); 

  45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang 

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang 

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 92); 

46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah 

Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98). 

47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota 

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 

2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 100); 

48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6); 

49. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 

112); 

50. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 

2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 114). 



Dengan Persetujuan Bersama, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KOTA SEMARANG 

dan 

WALIKOTA SEMARANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 

2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016- 2021.  

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107), diubah 

sebagai berikut: 

1. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 dan angka 11 diubah, 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Semarang; 

2. Walikota adalah Walikota Semarang; 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;  

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah;  

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 

yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan 

nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 

2005 sampai tahun 2025; 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 

yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019; 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa 

Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi 



Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 

tahun 2005 sampai tahun 2025; 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013 – 2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi 

Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 

tahun 2013 sampai tahun 2018; 

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 

2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Semarang adalah 

dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2025; 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 

Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Semarang 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 

(lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;  

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang, yang selanjutnya 

disebut RKPD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun; 

13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 

2016 sampai dengan tahun 2021; 

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 yang 

selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada 

wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif; 

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan.  

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  

18.  Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi.  

19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau 

masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan pembangunan daerah.  

 

 



2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

(1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi: 

a. BAB I : PENDAHULUAN  

       memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, 

maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta 

sistematika penulisan 

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

       memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi 

aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi 

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan 

umum, dan aspek daya saing daerah.  

c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH  

       memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis 

terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 

       memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-

isu strategis pembangunan daerah tahun 2016-2021.  

e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  

       memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. 

f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH 

       memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta 

program pembangunan prioritas berdasarkan strategi 

yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja 

g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN 

PROGRAM PERANGKAT DAERAH 

       memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan 

misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam 

Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator 

kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah 

penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. 

 

 

 



h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH  

       memuat penetapan indikator kinerja daerah yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan 

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan 

indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

pada akhir periode masa jabatan.  

i. BAB IX : PENUTUP  

       memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan 

untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan 

setelah periode RPJMD berakhir. 

        

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yakni 

Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10A 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka RKPD Tahun 2018 wajib 

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

 

 

4. Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.  

          

            Ditetapkan di Semarang  

            pada tanggal 16 November 2017 

            WALIKOTA SEMARANG  

         ttd   

               HENDRAR PRIHADI 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 16 November 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

   ttd 

   ADI TRI HANANTO 

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 11  

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (11/2017) 

 

 



PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  

NOMOR 11 TAHUN 2017  

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 

TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 - 2021  

 

I. UMUM  

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Semarang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang (RPJMD) Kota Semarang Tahun 

2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota 

dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2000-

2025 serta dengan memerhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat 

Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di 

tingkat Kota Semarang. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2016-2021 

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program 

beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi 

Walikota dan Wakil Walikota. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman 

penetapan Renstra-PD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai 

instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila 

berdasarkan hasil pengendaloan dan evaluasi tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila : 

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, 

tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana 



pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 

2017;  

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 

dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017; dan 

c. Terjadi perubahan yang mendasar;  

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Perda Kota 

Semarang Nomor 6 tahun 2106 tentang RPJMD Kota Semarang tahun 2016-

2021, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: 

a. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD 2016-2021 menunjukkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Perumusan terhadap kebijakan RPJMD  

Substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan, 

sehingga prioritas tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD belum 

terfokus dengan jelas. 

2. Pelaksanaan RPJMD 

a) Terdapat ketidaksesuaian sebesar 8% antara program RPJMD 

dengan program Renstra PD; 

b) Penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 belum 

berdasarkan Perda Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Sehingga ada 

beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk 

belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD; 

3. Evaluasi hasil RPJMD 

Target sasaran yang dirumuskan terlalu rendah, hal ini dilihat dari 

target pembangunan pada akhir periode RPJMD (tahun 2021) sudah 

tercapai dan/atau melampaui target pada tahun pertama/transisi 

(2016) sebesar 59%. 

b. Terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyusunan RPJMD harus 

mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan: 



1. Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan kebijakan Perangkat 

Daerah  (Renstra-PD) 

2. Sinkronisasi antar bab dalam RPJMD  

3. Sinkronisasi kebijakan jangka menengah daerah dengan kebijakan 

tahunan daerah 

c. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

mengharuskan Pemerintah Kota Semarang untuk merevisi RPJMD sesuai 

Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD 

Kota Semarang Tahun 2016-2021 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan 

selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra-PD. 

Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai 

dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Semarang untuk tahun 2018 

s/d 2021. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 123 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
         NOMOR 11 TAHUN 2017 

         TENTANG 
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA 

SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 

2016-2021 
 

           

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

TAHUN 2017 


